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BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
: NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa sebagai tindaklanjut surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/660/M.SM.04.00/2025 tanggal 20 November 2025 hal
Tanggapan atas Usulan Penetapan Kelas Jabatan
Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas,
surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025
tanggal 17 Juni 2025 hal Persetujuan Hasil Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, dan surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/573/M.SM.02.00/2025 tanggal 26
Maret 2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sambas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap
nomenklatur dan kelas jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sambas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajeman
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajeman Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Talun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.

10.

Tl

Daerah adalah Kabupaten Sambas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sambas.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sambas yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan
penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam satuan organisasi
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan
mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya
serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai
tujuan.

Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan
mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik
dan administrasi.

Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan
mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik
dan administrasi.

Jabatan Fungsional adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab

memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian
dan/atau keterampilan tertentu.



12. Jabatan pelaksana adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab
memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan
sederhana.

13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor
jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan

dan kelas jabatan. .
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai

ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan
dan tanggungjawab, dan tingkat pesyaratan kualifikasi pekerjaan, dan
digunakan sebagai dasar penggajian.

15. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan kelas jabatan terhadap
seluruh jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sambas.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk
menetapkan kelas jabatan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sambas.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4
Tujuan evaluasi jabatan adalah untuk menentukan nilai dan kelas jabatan yang
digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyempurnaan peta jabatan,

struktur organisasi dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara.

BAB III
PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 5

(1) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas ditetapkan
berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan metode Sistem Evaluasi Faktor.

(3) Faktor yang digunakan dalam sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:
a. Faktor evaluasi jabatan struktural; dan
b. Faktor evaluasi jabatan fungsional.

Pasal 6
(1) Faktor evaluasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) huruf a terdiri dari 6 (enam) faktor, meliputi:
a. ruang lingkup dan dampak program:;
b. pengaturan organisasi;
C. wewenang penyelia dan manajerial;



d. hubungan personal yang dilakukan;
e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
f. kondisi lain dan situasi khusus.
(2) Faktor evaluasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(3) huruf b terdiri dari 9 (sembilan) faktor, meliputi:
. pengetahuan dan keahlian;
. pengawasan penyelia;
pedoman atau panduan kerja;
. kompleksitas pekerjaan;
ruang lingkup dan dampak tugas;
hubungan personal yang harus dilakukan;
tujuan hubungan;
. persyaratan atau tuntutan fisik; dan
lingkungan kerja.

HEgR O 0 TP

BAB IV
PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal .5 dapat
mengalami perubahan dalam hal:

a. terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi
pada Perangkat Daerah.

b. terjadi perubahan ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pegawai
Aparatur Sipil Negara; dan

c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.

(2) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan
menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:

. nama Jabatan;

. peran Jabatan;

uraian tugas dan tanggung jawab;

. hasil kerja jabatan;

tingkat faktor; dan

Persyaratan jabatan tertentu.

(4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(S) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapatkan validasi
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

o NI B o

Pasal 8
Nilai dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan
Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipi Negara
tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan Lampiran VI yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Dalam hal terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan dan perubahan Nilai dan
Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipi Negara mengacu
kepada Persetujuan dan/atau Penetapan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas
Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor
35 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 67) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,
ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
ttd.

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 70

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

REKAPITULASI

KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

No. KELAS JABATAN PERSEDIAAN PEGAWAI
1 15 1
2 14 29
3 13 3
4 12 90
5 11 1999
6 10 117
7 9 1247
8 8 1147
9 7 510
10 6 449
11 5 377
12 4 0
13 3 0
14 2 0
15 1 1

Total 5970

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

rsediaan
No. Nama Jabatan Struktural J;Iflf;?:n P?’:;:wai Keterangan
SEKRETARIAT DAERAH
1 |Sekretaris Daerah 15 1
2 |Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 1
3 |Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 1
4 |Kepala Bagian Hukum 12 1
5 |Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 1
6 |Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 1
7 |Kepala Bagian Perekonomian 12 1
8 |Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 1
9 |Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa 12 1
10 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan 9 1
Jasa
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan 9 1
S Secara Elektronik
12 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pembinaan dan Advokasi 9 1
Pengadaan Barang dan Jasa
13 |Asisten Administrasi Umum 14 1
14 |Kepala Bagian Umum 112 1
15 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan 9 1
Kepegawaian
16 |Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 12 1|
17 |Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 12 1
18 |Kepala Sub Bagian Protokol 9 1
19 |Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 9 1
20 |Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan 9 it
21 [Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 1
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
22 |Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14 1
23 |Kepala Bagian Umum 12 1
24 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1
25 |Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 1
26 |Kepala Bagian Hukum, Persidangan dan Pengawasan 12 1
INSPEKTORAT KABUPATEN
27 |Inspektur 14 1
28 |Sekretaris Inspektorat 12 1
29 |Kepala Sub Bagian Perencanaan 9 1
30 |Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi 9 1
31 |Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 9 1
32 |Inspektur Pembantu Wilayah I 12 1
33 |Inspektur Pembantu Wilayah II 12 1
34 |Inspektur Pembantu Wilayah III 12 1
35 _|Inspektur Pembantu Wilayah IV 12 1
36 |Inspektur Pembantu Wilayah V 12 1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
37 |Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14
38 |Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12
39

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian




Kelas Persediaan
: ; Keterangan

No Nama Jabatan Struktural Tebotin Pegawai g

KECAMATAN SEMPARUK
432 |Camat 12 1
433 |Sekretaris Kecamatan 11 1
434 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
435 |Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
436 |Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1
437 |Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1
438 |Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1
439 |Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1

KECAMATAN PEMANGKAT
440 |Camat 12 1
441 |Sekretaris Kecamatan 11 1
442 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
443 |Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
444 |Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1
445 |Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1
446 |Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1
447 |Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1

KECAMATAN SELAKAU
448 |Camat 12 1
449 |Sekretaris Kecamatan 11 1
450 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
451 |Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1
452 |Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1
453 |Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1
454 |Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1
455 |Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1

TOTAL JUMLAH 453

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

KELAS PERSEDIAAN
NO NAMA JABATAN FUNGSIONAL UNIT ORGANISASI JABATAN. | PEGAWAL | FETERANGAN
1 Staf Ahli Bupati. I.Bidang Pemerintahan, Sekretariat Daerah 13 1
Hukum dan Politik
9 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan SelretarintDacrak 13 1
dan Pembangunan
3 Staf Ahli Bupati Bidax'lg Kemasyarakatan dan Selretatiat Dasrah 13 1
Sumber Daya Manusia
4 |Analis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 3
5 |Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 7
6 |Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 0
7 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sebretaciat Dactah 8 2
Ahli Pertama
3 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Saliretasint Dactah 10 0
Ahli Muda
9 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Selietatiat Dacrah 12 0
Ahli Madya )
10 |Perencana Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 2
11 |Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1
12 |Perencana Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 0
13 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Silifotariat Dagrah 8 3
Pertama
14 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Slretariat Dacdah 10 3
Muda
15 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Selrstaniat Dasiah 12 0
Madya
16 |Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama |Sekretariat Daerah 8 ]:
17 |Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 0
18 |Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 0
19 |Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 0
20 |Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1
21 |Analis Hukum Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 0
22 |Penyuluh Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1
23 [Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 0
24 |Penyuluh Hukum Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 0
25 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Selcetariat Dacrabs 8 0
Pertama
26 |Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |Sekretariat Daerah 9 it
o7 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Sebretariaf Dieati 11 0
Madya
28 |Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 it
29 |Pranata Komputer Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 0
30 |Pranata Komputer Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 0
31 |Pranata SDM Aparatur Terampil Sekretariat Daerah 6 2
32 |Pranata SDM Aparatur Mahir Sekretariat Daerah i 0
33 |Pranata SDM Aparatur Penyelia Sekretariat Daerah 8 0
34 |Pranata Komputer Pelaksana Pemula Sekretariat Daerah 5 0
35 |Pranata Komputer Pelaksana Sekretariat Daerah 6 2
36 _|Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Sekretariat Daerah 1L 0
37 |Pranata Komputer Penyelia Sekretariat Daerah 8 0
38 [Penata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah 7 2
39 |Pamong Pemerintahan Sekretariat Daerah 7 2
40 |Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah T 16
41 |[Penata Keprotokolan Sekretariat Daerah 7 2
42 |Pengolah Data dan Informasi Sekretariat Daerah 6 24
43 |Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Daerah 5 25
44 |Operator Layanan Operasional Sekretariat Daerah 5 4
45 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan
Ahli Pertama Rakyat Daerah s 2
46 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan 10
Ahli Muda Rakyat Daerah 2
47 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan 12
Ahli Madya Rakyat Daerah 9
48 |Perencana Ahli Pertama gekretanat Dewan Perwakilan 8 2
dakvat Daerah :
49 |Perencana Ahli Muda 2ekretanat Dewan Perwakilan 10 9
50 |Perencana Ahli Madya Sekretariat Dewan Perwakilan 12 0
Rakvat Daerah
51 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Sekretariat Dewan Perwakilan 8
Pertama Rakyat Daerah &
52 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Sekretariat Dewan Perwakilan 10
Muda Rakyat Daerah 2




KELAS PERSEDIAAN

NO NAMA JABATAN FUNGSIONAL UNIT ORGANISASI JABATAN PEGAWAI KETERANGAN
693 |Pranata SDM Aparatur Terampil Kecamatan Sambas 6 1
694 |Pranata SDM Aparatur Mahir Kecamatan Sambas 1 0
695 |Pranata SDM Aparatur Penyelia Kecamatan Sambas 8 0
696 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sambas 7 2
697 |Penata Layanan Operasional Kecamatan Sambas 7 1
698 |Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Sambas 6 2
699 |Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sambas 5 4
700 |Operator Layanan Operasional Kecamatan Sambas 5 1
701 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sebawi 7 1
702 |Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Sebawi 1 1
703 | Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sebawi ) 2
704 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Tebas 7 2
705 |Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Tebas 7 1
706 |Penata Layanan Operasional Kecamatan Tebas 7 1
707 |Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Tebas &) 2
708 |Operator Layanan Operasional Kecamatan Tebas 5 2
709 [Pranata SDM Aparatur Terampil Kecamatan Semparuk 6 1
710 |[Pranata SDM Aparatur Mahir Kecamatan Semparuk 7k 0
711 |Pranata SDM Aparatur Penyelia Kecamatan Semparuk 8 0
712 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Semparuk 14 2
713 |Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Semparuk 7 1
714 |Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Semparuk 5 4
715 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Pemangkat 7 2
716 |Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Pemangkat 7L 1
717 |Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Pemangkat 5 1
718 |Operator Layanan Operasional Kecamatan Pemangkat D 3

51

TOTAL JUMLAH

0

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANTQO/ S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO
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TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

FAXTOR | FAKTOR 3 HubunZQnKrll;gxl'qs:nal FAKTC.)R 2
KELAS| NILAI nglgua;%ian Pfe‘:r\ll;rthrazn Hewerang (Favelil ) Kzsa?:;an FAKTOR 6

No Navadan o JAB. JAB. Dampak Organisasi Peny eh.a . g8 4B Pengarahan | Kondisi Lain

Program (Level 1-3) Manajerial | 4Asifat | Tujuan Pekerjaan

ey (Level 1-3) | Hubungan | Hubunga (Level 1-8)

n
SEKRETARIAT DAERAH
1 |Sekretaris Daerah 15 3555112 350| 3 350| 3 900| 4 | 100| 4| 125 4 | 505| 5] 1.225
2 |Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 3.030 2 350 2 250 2 A5 3 7513212100 4 505 3 975
3 |Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 2.315 2 350 1 100| 2 75|53 751 3 100 3 340 2 575
4 |Kepala Bagian Hukum 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75| 3 | 100 3 340 2 S75
5 |Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 2.315 2 350 1 100| 2 0553 75| 3 | 100 3 340 2 575
6 |Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 3.030 2 350 2 250 2 THGE 3 751 3| 100 4 505 3 975
7 |Kepala Bagian Perekonomian 12 2.315 2 350 1 100 2 715 3 753|100 3 340 2 575
8 |Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 2:315 2 350 1 100| 2 775 3 75| 3 | 100 3 340 2 575
9 |Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa 12 2.315 2 350 1 100 2 Tdoe= 3 751 3 | 100 3 340 2 575
10 |Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 2511 30 3 340 1 310
11 |Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 9 1.430 1 175 1 100| 1 450 | 1 291 30 3 340 1 310
12 g;agajzszub Bagian Pengelolaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 9 1.430 1 175 1 100 1 A5 i = “ . e . A
13 |Asisten Administrasi Umum 14 3.030 2 350 2 250472 7o 3 75| 3 | 100 4 505 3 975
14 |Kepala Bagian Umum 12 2315 2 350| 1 100 2 s 8 sl donl] 3 340 2| 575
15 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 251 1 30 3 340 1 310
16 |Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 12 2.315 2 350 1 100| 2 75 3 75131 100 3 340 2 575
17 |Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 12 2.315 2 350 1 100 2 77513 75| 3 | 100 3 340 2 575
18 |Kepala Sub Bagian Protokol 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 251 1 30 3 340 1 310
19 |Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 [ 30 3 340 1 310
20 |Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan 9 1.430 1 175 il 100 1 450 1 251 30 3 340 1 310
21 |Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12 2.315 2 350 1 100 2 7193 75| 3 | 100 3 340 2 575
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

22 |Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75| 3| 100 4 505 3 975
23 |Kepala Bagian Umum 12 2.115 1 175 1 1003 = 2 71543 752 75 3 340 2 575
24 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1430 1 1751 1 100 1 450 | 1 sl 301 3 340 1 310




FAKTOR 1 DadTOR 4 FAKTOR 5

Ruang FAKTOR 2 ngTOR o Hubungan Personal Kesulitan
KELAS| NILAI | Lingkup dan | Pengaturan ot (Level 1-4) dalam FAKTOR 6
o) HaVAJADATAN JAB. JAB. Dampak Organisasi Peny eh‘aa.n o : 4B Pengarahan | Kondisi Lain

Program (Level 1-3) Manajerial | 44 sifat | Tujuan Pekerjaan

(Level 1.5) (Level 1-3) | Hubungan | Hubunga (Level 1-8)

n
433 |Sekretaris Kecamatan 11 2.090 1 175 1 100 2 7L 2 S0| 2 75 3 340 2 575
434 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 | 2 50| 1 30 2 205 1 310
435 |Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1.455 1 175 1 100 1 450 | 2 50| 1 30 3 340 1 310
436 |Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25] 1 30 3 340 1 310
437 |Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25| 1 30 3 340 1 310
438 |Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1.430 1 175 1 100 il 450 1 25741 30 3 340 1 310
439 |Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 2571 30 3 340 1 310
KECAMATAN PEMANGKAT
440 |Camat 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 751 3 | 100 3 340 2 575
441 |Sekretaris Kecamatan 11 2.090| 1 175 100| 2 i) 501 2| #5] 3 340 2] 15
442 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 2 50| 1 30 2 205 1 310
443 |Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1.455 1 175 1 100 1 450 2 50| 1 30 3 340 1 310
444 |Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430| 1 175 1 1001 1 450 | 1 25/ 1| 30] 3 340 1 310
445 |Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 i 251 1 30 3 340 1 310
446 |Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 |41 30 3 340 1 310
447 |Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 |71 30 3 340 1 310
KECAMATAN SELAKAU

448 |Camat 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 79:1113:17:100 3 340 2 575
449 [Sekretaris Kecamatan igl| 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50| 2 75 3 340 2 575
450 |Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1.320 1 175 1 100 1 450 | 2 50} 1 30 2 205 1 310
451 |Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 9 1.455 1 175 1 100 1 450+ 2 50| 1 30 3 340 1 310
452 |Kepala Seksi Tata Pemerintahan 9 1.430 1 175 11 100 1 450 1 25 )41 30 3 340 1 310
453 |Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
454 |Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 251 1 30 3 340 1 310
455 |Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25| 1 30 3 340 1 310

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO
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TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Faktor 5 Faktor 7 Faktor 8 Faktor 9
4 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 R Faktor 6 2 .
NO. NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI Al Nl Pengetahuan | Pengawasan | Pedoman | Kompleksitas R ingkup Hub. Pribadi| _ Tuan Tuntutan | Lingkungan
JABATAN | JABATAN Z = % & Pengaruh Hubungan Fisik Kerja
(Level 1~9) | (Level 1~5) | (Level 1~5) | (Level 1~6) (Level 1~4) J
(Level 1-6) (Level 1~4) | (Level 1~3) | (Level 1-3)
e e Bidang Peueriniaban, Hukum danig tariat Dastah 13 215 7l 1oso | 4 {ias0 | @ lasotq l ooe s Lisgl 2l eol 3 ileol i sl 1l .
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan 3 13 2.715 7
A 1250 4 450
2 B e men Sekretariat Daerah 4 | 450 4 205 3 | 150 3 60 3 120 1 5 1 5
5 |btal Shif Pupau Bidsng Kemasymskatan den Sumbenioy) vt Dasral 13 27154 w7 sl P1950 k4 iiase liea vlasedl i aos s ligsg sl Teg il s ilqog e g aeil 5
Daya Manusia

4 |Analis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 S 1 5
5 |Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1:7351 -6 950 3 275 2514125 3 150 SEIEI505 2 25 2 50 1 5 1 5
6 |Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.135 6 950 4 450 812275 4 225 SET150002 25 2 50 1 5 1 5
7 |Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama |Sekretariat Daerah 8 1.280| S 750 2 125 25 15125 3 150 | 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5
8 |Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda  [Sekretariat Daerah 10 1.610| 5 750 3l 127573 |97 55|93 150 | 2 | 75 2 25 2 50 1 5 1 5
9 |Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya |Sekretariat Daerah 12 2.170 6 950 3 275 4 | 450 4 225 3 | 150 3 60 2 50 1 5 1 5
10 |Perencana Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 S 750 2 125 2 125 &l 150 2 75 2 25 1 20 il 5 1 5
11 |Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1.610 B 750 3 275 3215275 3 150 2 75 2 25 2 50 1 5 1 5
12 {Perencana Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.170] 6 950 3 275 | 4 | 450 4 225 3115051723 60 2 50 1 5 1 5
13 |Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.270| 5 750 2 1252 ] 125 1120 75 DI EEr (S 3 60 2 50 1 5 1 5
14 |Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1.695] 6 950 3 275 | 2 | 125 3 150 | 2 75 3 60 2 50 1 S 1 S
15 |Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.220 6 950 4 450 3 275 4 225 3 150 4 110 2 50 1 5 1 5
16 |Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 12801 5 750 2 125 20125 < 150 2 75 D 25 1 20 1 5 1 5
17 |Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sekretariat Daerah 10 1.735 6 950 3 275 2 125 3 150 3 | 150 2 25 2 50 1 5 1 S5
18 |Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sekretariat Daerah 12 2.170 6 950 4 450 35275 4 225 3345150 3 60 2 50 1 5 1 5
19 |[Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 S 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 o)
20 |Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1.355 5 750 2 125 2 125 3 150 S| 150252 25 1 20 1 5, 1 5
21 |Analis Hukum Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 1.960 6 950 3 275 3 275 4 225 3 150 2 25 2 50 1 5 1 >
22 |Penyuluh Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5
23 |Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1.355 5 750 2 125 2 125 3 150 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5
24 |Penyuluh Hukum Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 1.960 6 950 3 275 3 215 4 225 3 150 2 25 2 50 1 5 1 5
25 |Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.295]| 5 750 2 12572512125 3 1507 251275 2 25 1 20 1 5 2 20
26 |Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1.480 6 950 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5
27 |Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Sekretariat Daerah 11 1.870 6 950 3 215 3 112275 3 150 3 150 2 25 1 20 1 5 2 20
28 |Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat Daerah 8 1.280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 i 20 1 S 1 5
29 |Pranata Komputer Ahli Muda Sekretariat Daerah 9 1.355 5 750 2 125 2 125 3 150 3 150 2 25 1 20 1 5 1 5
30 |Pranata Komputer Ahli Madya Sekretariat Daerah 14, 1.930 6 950 3 205 3 275 4 225 3 150 2 25 1 20 1 5! 1 5
31 |Pranata SDM Aparatur Terampil Sekretariat Daerah 6 840 4 550 2 125 1 25 1 25 2 75 1 10 1 20 1 5 1 5
32 |Pranata SDM Aparatur Mahir Sekretariat Daerah 7 1.005 4 550 2 125 2 125 2 75, 2 75 2 25 1 20 1 5 i 5
33 |Pranata SDM Aparatur Penyelia Sekretariat Daerah 8 1.230 4 550 3 275 2 125 3 150 2 7S 2 25 1 20 1 S 1 )




Faktor 5 Faktor 7 Faktor 8 Faktor 9
KELAS NILAI Baktor 1 Fehior 2 o Bkorag ) BeKternd o iy | o Faktor 6 Tujuan | Tuntutan | Lingkungan
NO. NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI JABATAN | JABATAN Pai%ztfl:]ga)n szst;;vffg)n (f;i;n;zix;) kgil$éfl;§j;s & Pengaruh }}F:‘;e?;?idl b Fisik Kerja
(Level 1~6) )| evel 1-4) | ever 1~3) | (Level 1~3)

696 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sambas i7: 8%0 ] S 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5y
697 |Penata Layanan Operasional Kecamatan Sambas 7 80| 5 750 1 25 1 25 1 25 1k 25 1 10 1 20 1 S 1 5
698 |Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Sambas 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 il S 1 5
699 |Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sambas 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
700 |Operator Layanan Operasional Kecamatan Sambas S 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
701 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sebawi 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
702 |Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Sebawi 7 890 5 750 1 25 1 295 1 25 1 25 1 10 ;! 20 1 5 1 5
703 |Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sebawi S 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 S 1 5
704 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Tebas 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1l 25 1 10 1 20 1 S 1 5
705 |Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Tebas i 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
706 |Penata Layanan Operasional Kecamatan Tebas % 890| 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
707 |Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Tebas 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 S 1 5
708 |Operator Layanan Operasional Kecamatan Tebas 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
709 |Pranata SDM Aparatur Terampil Kecamatan Semparuk 6 840 4 550 2 125 1 25 1 25 2 75 1 10 1 20 1 5 1 5
710 |Pranata SDM Aparatur Mahir Kecamatan Semparuk i 1.005 4 550 2 125 2 125 2 75 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5
711 {Pranata SDM Aparatur Penyelia Kecamatan Semparuk 8 1.230 4 550 3 275 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5
712 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Semparuk 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 ) 1 5
713 |Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Semparuk 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
714 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Semparuk 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
715 |Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Pemangkat 7 890| 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
716 |Penata Kelola Pemerintahan Kecamatan Pemangkat 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
717 |Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Pemangkat S 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
718 |Operator Layanan Operasional Kecamatan Pemangkat S 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5

Salinan Sesuai dengan aslinya

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

TABEL KONVERSI NOMENKLATUR, NILAI DAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Faktor 5 Faktor7 | FPaktor8
KELAS NAMA JABATAN (PERMENPANRB Faktor1 | Faktor? | Faktord | Faktor4 Faktor 6 Faktor 9
RO [ A JARATAN (CERMENEANRD KUALIFIKAST PENDIDIRAN UNIT ORGANISAST JasaTAN | KVASIFIEA | 5 2022 DAN KEPMENPANRB KUALIFIKASI PENDIDIKAX UNIT ORGANISASI BELAD | AL Pedoman BLlogknp O] b Pribadi]  TOTma ] Tustutea |
paeaoie SUIADATAY 11/2024) JAB. | JAB. | coet 1-6)| (Lovel 1-5) | (Level 1-5) |5 (ovel 1-6)] PeREEE Lo L5y | Hubuogra | Fisik fLevet L Xega
Cevet 1-6) | F I oveiia) | 1y | Revelid
; - < o > 5 s 9 10 1 13 7 15 16 17 18 10 20
-1 (Strata Sat)/ D-4 Diploma-Fpat) bideng
1 |Anatis Pemerintahan Dacrah Pemerintahan/ Menajemen/ Kebijakan Publik atau bidang Sekretariat Daerah 7 Klerek Penata Kelola Pemerintahan -1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) T Daerah 7 g0 | stmol v Joas) afas| o] i) il il i}s]i]s
1ain yang relevan dengan tugas jabatan
$-1 (Steata-Satu)] D-4 (Diploma-Fupat) bidang Hulum/
2 |Anatis Kerja sema Exonomi/ Teknk/ Sosil/ Komunikasi atm bidang lain Sekretariat Daerah 7 Klesek Penclash Teknis Kebijaken S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Bmpat) Sekretasiat Daerah 7 800 | s fasof 1 foas) afas] i) i) i) il s]i]s
yang relevan dengan tagas jabatan
§-1 (Strata Sat)/D-4 (Diplowma-Empat) bidang
3 | Anatis Pergemabangm Wilayah Planologi/ Perencanann Wilayah atau bidang lain yang Sekretariat Dacrah 7 Klerek Penelaah Teknia Kebijakan -1 (Strata-Satu)f D-4 (Diploma-Empet) Sekretariat Dacrah 7 g0 | s ol tlas)afas] o] cfos) i) i]oli]s]i]s
releven dengan tagas jabatan
£=) 7
Kota/ Perencanaan Wilayah dan Kota/Studi
4 |Aatis Batas Wilayah : Daerab 7 Klerek Peneluah Teknis Kebijakan S-1 (Steata-Satu}/ D-4 (Diploma-Eaper) Sekretariat Dacrah 7 s0 | spol 1 o) afas] i) ifas] i o] i)l s)i]s
i/ K S Nasional stz
bidang lein yang relevan dengan tuges jahatan
-Sati)/ D- 5 S i 2 2t 3 3
e e i Pesi &-1/(SuataSat)/, D4 (Diplama-Emped) butang Sekretariat Daerah 7 Klerek Penelash Teknis Kebijaknn S-1 {Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Enpat) Sekretariat Dacreh 7 890 S |0l 1 fas| 1 |as| o 25 1 25§ 1 10 1 20 | 1 5 1 s
S-1 (Strata-Saw)/ D-4 (Diploma-Empar) bidang
S =l §-1 (Strata Satu}/ D-4 (Diploma-Exmpar) bidang Ekonomi/Mansjemen Ekonomi Studi Pembugunan/
o Annh-o emerintahan Umum Py ot Masiajomenf Robi e Bablil atss bidang Sekretariat Dacrah 7 Operator Pamong Pemerintahan Sosial den Politil/ Administrasi Negora/ Administrasi Daerab 7 890 | spaofl 1 fas) 1 fas| v s i) i o] i) i]s])i]s
fonomi Daesalh Lnin yang relevim dengan tugas jabstan Pemesintahan/ Kebijakenn Publil/ Bukum,/ Komunikasi etz
bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
S-1 (Strata:Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidaug
| Acalis Perencanaan, Evalussi dnn |  Ekonomi/Sosisl] Administrasi Negara/ Pemerintahan/ : BB : .
tariat Klerek Penelanh Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Sanu)/ D-4 (Diploma Empat) Sekretariat : ;
7= Irelaporan Kebijakan Publik atan bidang lain yang relevan dengan et D {f o (Brata /DN xp Dactal ¢ 800 | 5 f7sof 1 fas) 1 fas) i flas) 1 ]as) i o] il i}s)i]s
tugas jabatan
1 D3 (DiplomaTiga) bidang Mancjemen/Sosial dan
o |Peasciola Penyelengaaraan Otmom | | . o2 SR e TR SO : ; Selcrotoriat Dacrah 6 Klerek Pengolah Data dan Informasi D-3 iploma-Tiga) Selcrctariat Daerah 6 600 | 4 fssof 1 fas| 1 fas] i) i fas] s o] 1]l
oo i ahen et bidnng sla]s
lain yasg relevan dengan tugas jabatan
Pengslola Monitoring dan Evaluasi, D3 [Diploma Tigs) hidarg | T"”’ A Mansjemen),
- skt i ata de Informasi D-8 (Diploma-T Selreteri s ;
s ;:.,,gmg.,mpm i 7 el Sekretariat Daerah 6 Klerek Pengolah D si (iploma-Tiga) kretariat Daccah 5 600 | 4 fssof v Joas] s lasfaas) i) ifw] ol ]s)i]s
e relevan dengan tugas jabatan
SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Duz)/ D-3 (Diploma- Tiga) bidang
g inistrasi Tata - g :
ssateeas Peimerh ; s Klerek Pengadministrasi Perkantoran SLTA Sederajat Sekretariat Daerah
107 NP atanisintiat Pemesiniabian Rl Sekretariat Daerah ogadminis eraj acr s 40 | 3 fssof s fas) r s o) i )es] v yuo] o] )] )]s
jabatan
SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dus)/ D-3 (Diploma- Tiga) bidang
11 |peagadministrasi Betas wilsyah i inistrasi Tata Daecah s Klerek Peagadministrasi Perkantoran SLTA Sederaja Sekretariat Daerah s 40 | 3 fasol s Jas) s les| v fas) ilas) i) il fs]]s
Perkantoran
SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dus)/D-3 (Diploma- Tiga) bidang
d e R e Al d
| it ; i K Pengadministrasi Perkantaran SLTA Sederajat Sekretari 3
12 |Pengadministrasi Otonomi Dacrah e e Sekretariat Daerah 5 Klerel " trasi Pes s tasiat Daerah s 40 | s fassol 1 las] 1 las) i )as] i) i)wo] i) ]s)i]s
jabatan
i Penyusun Materi Hulum daa ! ! ) J
15 |Peasusun Bahan Bantuan Rulum S-1 (Strata- Satu) Hukum Sekretariat Dacrah 7 Klezeic 7 G S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum Sekretasiat Dacrah 7 80 | s fzsof 1 |2s) v o) o) tfas) i fwe] o] ]s]i]s




Faktor 5 Faktor7 | Faktor8
KELAS NWAMA JABATAN (PERMENPANRE Faktor1 | Faktor2 | Faktor3 | Faktors Faktor 6 Paktor 9
xo. |FAA ‘mm:s;; 3 UNIT ORGANISASI JABATAN Slmm‘""“n "“ 45/2022 DAN KEPMERPANRS KUALIFIRASI PENDIDIKAN UNIT ORGANISASI ’m“nB“ ':n's“ Pedoman R‘:""’“‘" ®etab. pribaat| T2 r:;'u":”l Lingk. Kerja.
11/2024) 3 " |n(evet 1-9)] (Level 1-5) | (Level 1-6) |s (Level 1-6)] TR | gy g) | Hubungea ol
) N evel 1-6) M everia) | 1-3) | eveit-a)
SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma- Tiga) bidang.
1520 |Pemgas Keamanan yang dibutuhken atmu bidang lain yang relevan dengan Kecamatan Sajingan Besar 3 Operator Operator Layanan Operasional SLTA Sederajat Kecamatan Sajingan Besar 5 490 sfasof 1 Jas| 1 fas) 1t )oas) i fas] v led 1] ] s 1 5
tugas jabatan
SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma- Tiga) bidang 3 4 : > 3
1521 |Pramu Kebersihan i R b Kecamaten Sajingan Besar 1 Opesator Operator Layanan Operasional SLTA Sederajat Kecamatan Sajingan Besar 5 490 Sfssof 1 fpas) 1 foas) o1 foas) o1 foas)oa o) 1§20} 1 5 1 5
S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang
1522 |Analis Pemerintaban Daerah i jemen/ Kebijakan Publik atmu bidang |  Kecamatan Sajingan Besar 7 Klerek Penata Kelola Pemerintahan S-1 {Strata-Samu)/ D-4 (Diploma-Bmpat) flmu Pemerintahan|  Kecematan Sajingan Besar 7 890 Sp7of 1 pos) 1 das) o1 foas| o1 fas)| o 10f 1|2} 5 1 5
lain yang relevan dengan tugas jbatan
R D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Ekonomi/
o33 l;msely Administrasi ; inistrosi/ Kebijaken Publik atau Kecamaten Sajingan Besar 6 Klerek Pengolah Data dan Jnformasi D-3 (Diploma-Tiga) Kecamatan Sejingan Besar 6 690 4 fssof 1 pas) 1 fas)oafas] oalas) 1w 1]} s 1 s
R hidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 {Diploma- Tigs) bidang
o S : S I Totn Sejingan Besar s Klesek Pengadministrasi Perkantoran SLTA Sedersjat Kecamatan Sajingan Besar B 490 3fssof 1 125 1 pas) 1 las) o1 fas) o1l 1r] 2] s 1 5
Perkantoran
D-3 (Diploma Tign) bidang Administrasi Pemerintah/
1525 |Pengelola Keamanan dan Ketertiban] ~ Sosiologi atay bidang lain yang relevan dengan tugas Kecamatan Sajingan Besar 6 Operator Pengelola Trantibum D-II (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jebatan |  Kecamatan Sejingan Besar 6 690 afssof + fasp 1 fasf o1 fas) s fas) 1o 1] s 1 5
jabatan
A SLTA/DIf D-2 (Diploma-Dua}/D-3 (Diploma- Tign) bidang | i £ 5 2L
B s ator ator casional SLTA Sedersgjat Kecamatan Besar s 490 s ;
1526 |Pranata Perlindungan Masyarakat s % i Kecamatan Sajingan Besar Opert Oper: Layansn Oper & Sajingan 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 s 1 s
S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang
1527 |Analis Desa dan K o jemen/ Kebijaken Publik atmu bidsng | Kecamatan Sajingan Besar 7 Klerek Penelanh Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Kecamatan Sajingan Besar 7 890 SHmof 1 fas| 1 fas) 1 ]oas] ot ]as] o}l 12} 1 5 1 s
Luin yang relevan dengan tugas jabatan
L D-3 (Diploma-Tige) bidang Sosiologi Pedesaan/manajemen;
1528 | ngel 232 Berdeyaan Administrasi atan bidang lein yang relevan dengan tugns | Kecamatan Sajingan Besar 6 Klerek Pengolah Data dan Informasi D-3 (Diploma-Tiga) Kecamatan Sajingan Besar 6 690 4 1ssof 1 Jas) 1 fos) 1]o2s] 1]25] 1 ol 1 2] 1 5 1 5
syar 5
SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma- Tiga) bidang
j inistrasi / Tata ] it : i
inistrasi Perizi Kecamatan Sajingan Besar 5 Klerek Pen, trasi Perkantoran SLTA Sederajat Kecamatan Sajingan Besar 5 490 s Jssof 1 | 2 ;
1529 |Pengadministrasi Perizinan o R Ve s koo e ojingan podminis! s b 1 past 1 as) 1 2] 1 o] 1f2] 1 s 1 5
= jahatan
S-1 (Strata-Satu}/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi
£ : Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ p ST . 2.
amatan S By 7 Klerck Penelaah Teknis Kebijakan $-1 {Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Kecamatan Besar 7 pY 7 ;
1530 JAnalis Pelayanan Sosial inistrasi/ Kminologi s T e Kec ajingan Besar erel ij / ipl Empat) Sajingan 90 5 508 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
dengan tugas jshatan
D-3 (Diploma-Tiga) bideng Kescjahteraan
1531 |Peng: Sosial sial/ Sosiologi/Sosial dan Politik ata bidang lain yang | Kecamatan Sajingan Besar 6 Klerek Pengolah Data dan Informasi D-3 (Diploma-Tiga) Kecamatnn Sajingan Besar 6 690 4assof ttas) 1 Qas] v doas) 1 ]as) 1o 1] 201 5 | s
relevan dengan tugas jabatan

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

NIP. 19780506 200502 1 004
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